GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

Menimbang:

Mengingat:

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
sampai dengan Pasal 76 Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
memerlukan tata cara pengelolaan bagi hasil penerimaan
Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa
Timur secara akurat, transparan dan akuntabel serta
berdasarkan pertimbangan target dan realisasi penerimaan
Pajak Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Guberur
tentang Tata Cara Pengelolaan Bagi Hasil Penerimaan Pajak

Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
(Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang




Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007
Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN




MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB
adalah Pajak Daerah yang dipungut atas kepemilikan
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat BBNKB adalah Pajak Daerah yang dipungut atas
penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan
yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah,
warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat PBBKB adalah Pajak Daerah atas penggunaan
bahan bakar kendaraan bermotor.

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP
adalah Pajak Daerah atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air permukaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2



Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan dalam Peraturan

Gubernur ini meliputi:

a.

b
C.
d

(1)

(2)

(1)

PKB;
BBNKB;
PBBKB; dan
PAP.

Pasal 3

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan
perhitungan penetapan alokasi sementara bagi hasil Pajak
Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penetapan alokasi sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan target penerimaan kas Pajak
Daerah pada APBD dan/atau Perubahan APBD.

Pasal 4

Penghitungan bagi hasil Pajak Daerah dilakukan
berdasarkan realisasi penerimaan kas per triwulan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. untuk  realisasi penerimaan kas Triwulan I
diperhitungkan pada bulan April;

b. untuk realisasi penerimaan kas  Triwulan 1II
diperhitungkan pada bulan Juli;

c. untuk realisasi penerimaan kas = Triwulan III
diperhitungkan pada bulan Oktober;

d. untuk realisasi penerimaan kas Triwulan IV bagian bulan
Oktober dan Nopember diperhitungkan pada bulan
Desember; dan

e. untuk realisasi penerimaan kas pada bulan Desember
diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya setelah

dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Hasil



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan dasar melakukan transfer bagi hasil Pajak

Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Besarnya bagi hasil Pajak Daerah yang diberikan kepada
Pemerintah =~ Kabupaten/Kota  diperhitungkan  dengan
mempertimbangkan kemampuan APBD.

Penyaluran bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota dilaksanakan setiap triwulan oleh Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
Dalam hal realisasi penerimaan masing-masing jenis Pajak
Daerah melebihi alokasi penerimaan Pajak Daerah yang
ditetapkan dalam APBD atau Perubahan APBD, maka bagi
hasil Pajak Daerah disalurkan paling tinggi sebesar pagu
alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah dalam APBD atau
Perubahan APBD.

Pasal 6

(1) Terhadap penerimaan Pajak Daerah yang sampai dengan

(2)

tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan belum dapat
diperhitungkan bagi hasilnya serta bagi hasil atas
pelampauan target yang belum disalurkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), maka bagi hasil
penerimaan Pajak Daerah akan disalurkan pada tahun
anggaran berikutnya.

Dalam hal terdapat kelebihan penyaluran bagi hasil Pajak
Daerah  kepada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  akan

diperhitungkan pada triwulan berikutnya.

(3) Alokasi kurang salur dan/atau lebih salur bagi hasil Pajak

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7



Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 15 Agustus 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO



Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Agustus 2017
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 40 SERI E.



